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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Karya Cipta Indonesia (KCI) 
dalam melaksanakan perlindungan terhadap hak cipta lagu sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. KCI adalah 
lembaga manajemen kolektif yang berbentuk badan hukum nirlaba yang tugas dan 
wewenang diantaranya adalah memberikan lisensi, melakukan pengumpulan 
royalti, pendistribusian royalti, serta pengawasan terhadap penggunaan hasil karya 
cipta lagu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang telah menjadi anggota dari 
KCI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, 
dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data 
terdiri dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi 
pustaka dan wawancara, kemudian dianalis dengan metode analis kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwasannya saat ini 
KCI telah sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Hak 
Cipta dan kewenangan dari KCI muncul karena adanya surat kuasa antara 
pemegang hak cipta atau pencipta dengan KCI. 
 




This research aims to know the role of Karya Cipta Indonesia (KCI) in performing 
the song’s copyright protection as set forth in Act No. 28 by 2014 about 
copyright. KCI is the collective management institutions in the form of a non-
profit legal entity the task and authority which are giving a license, royalty 
collection, as well as conducting surveillance against the user of the copyrighted 
songs from the works of the creator or copyright holder who has been a member 
of the KCI. The methods used in this research is the empirical juridical method, 
with this type of research is descriptive research.  The data source is composed of 
primary data and secondary data. Method of data collection through the study of 
the literature and interviews, then analyzed with a qualitative method of analysis. 
Based on the results of the study can be obtained from the conclusion that the 
moment KCI has been in accordance with as regulated in Act No. 24 by 2014 
about copyright and authority from KCI to appear because of a power of Attorney 
between copyright holders or creators with KCI. 
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1.  PENDAHULUAN 
Hak Cipta merupakan salah satu jenis dari Hak Kekayaan Intelektual. 
Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul 
secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan 




 Hak Cipta merupakan hak benda immateriil yang 
dimaksud dengan hak milik immateriil adalah hak milik yang objek haknya 
adalah suatu benda yang tidak memiliki wujud. Hak Cipta merupakan hasil 
kegiatan daya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu 
bentuk, baik material maupun immaterial daya cipta itu dapat berwujud dalam 
bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya. 
Perlindungan terhadap Hak Cipta di Indoensia telah di atur secara khusus 
dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana 
disebutkan pada pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta yang mengatur mengenai persyaratan untuk melakukan penyiaran yang 
bertujuan secara komersil terhadap karya cipta milik pemegang Hak Cipta yang 
berbunyi: “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 
dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial 
Ciptaan”.  
  YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) merupakan salah satu dari 
beberapa Lembaga Manajemen Kolektif berbentuk badan hukum nirlaba yang 
diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait 
guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan 
mendistribusikan royalti yang diakui eksistensinya oleh Kementrian Hukum dan 
HAM yang dibentuk guna mengurusi hak cipta lagu. YKCI yang sering disingkat 
dengan KCI (Karya Cipta Indonesia) di dirikan pada tanggal 12 Juni 1990 oleh 
para pencipta lagu dan para musisi Indonesia, khususnya yang tergabung dalam 
PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rakaman Indonesia) 
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beserta dengan dukungan para sarjana hukum yang menaruh perhatian terhadap 
persoalan-persoalan hak cipta yang didasarkan kepedulian atas nasib para 
Pencipta serta para musisi Indonesia yang pada saat itu banyak dirugikan dengan 
banyaknya kasus pelanggaran hak cipta. Salah satu contoh tugas dari Karya Cipta 
Indonesia yakni pada 2012, Cipta Indonesia (KCI) mengadukan Inul Vizta ke 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait lisensi penggunaan lagu. Namun, oleh 
pihak pengadilan, gugatan tersebut ditolak karena salah konsep. Pada akhirnya, 
KCI dan Inul sepakat berdamai.  
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan 
tujuan untuk mengetahui peran Karya Cipta Indonesia dalam perlindungan hak 
cipta lagu yang digunakan secara komersial menurut Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui bagaimana bentuk 
pelanggaran terhadap hak cipta dan sebab-sebabnya. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan 
hukum yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang 
mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana 
implementasinya di lapangan.
2
  Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, 
yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk 
membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif. 
Sumber data terdiri dari data primer yakni hasil wawancara dan data 
sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 
primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta, Pertaran Menteri Hukum dan HAM nomor 29 Tahun 2014 dan literatur 
yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Metode pengumpulan data melalui 
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
a. Peran Karya Cipta Indonesia Dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu 
Menurut McKeough & Stewart bahwa perlindungan Hak Cipta merupakan 
suatu konsep di mana pencipta yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil 
karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya 
tersebut.
3
 Sudarsono menyatakan “Hak Cipta adalah hak seseorang terhadap hasil 
penemuannya tentang atau bidang tertentu yang dilindungi oleh undang-undang 
seperti Hak Cipta dalam mengarang, mengubah musik dan penemuan-penemuan 
lain yang sejenis”.4 
Hak Cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, atau esklusif 
(exclusive right) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta. 
Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada orang lain yang boleh 
menggunakan hak tersebut, terkecuali dengan izin pencipta atau pemegang Hak 
Cipta yang bersangkutan.
5
 Isi dari Hak Cipta dapat dibagi dalam dua kelompok 
bersar yakni meliputi hak moral (moral right) dan hak ekonomi (economy right). 
Hak moral adalah hak yang melekat kepada diri pencipta (termasuk pelaku) yang 
tidak dapat dihilangkan atau di hapus tanpa alasan apapun. Antara pencipta dan 




Hak cipta merupakan salah satu hak yang dilindungi oleh undang-undang. 
Suatu perlindungan hukum dapat dilaksanakan jika terdapat regulasi yang 
mengatur dan adanya kewenangan dalam melaksanakan perlindungan hukum 
tersebut. Tanpa adanya peraturan dan kewenangan yang diberikan oleh undang-
undang maka lembaga manajemen kolektif seperti Karya Cipta Indonesia tidak 
dapat melakukan perlindungan hukum terhadap suatu hak cipta lagu. 
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Berdasarkan wawancara dengan Tony
7
 menjelaskan bahwasannya dalam 
kegiatanya, YKCI lebih menekankan pada performing right (pengumuman lagu). 
Tugas dari Karya Cipta Indonesia adalah menjembatani antara pencipta lagu dan 
pengguna lagu dalam hal pengelolaan hak ekonomi para pencipta lagu atas 
penggunaan lagu pada tempat usaha seperti hotel, radio dan sebagainya yang 
didasarkan pada kuasa yang diberikan oleh pencipta lagu kepada Karya Cipta 
Indonesia dan perjanjian kerja antara YKCI dengan pihak publisher.  
Bernard
8
 menjelaskan bahwa terdapat empat tugas utama dari pada 
Yayasan Karya Cipta Indonesia diantaranya (1) Melaksanakan administrasi 
bersama (collecting administration) atas pemakaian hak cipta dari para pencipta 
pada umumnya, pencipta lagu pada khususnya, baik ciptaan Indonesia maupun 
asing. (2) Melakukan pemungutan fee/royalti atas pemakaian hak cipta untuk 
kepentingan kemoresial. (3) Mendistribusikan pungutan fee/royalti tersebut dalam 
sub 2 kepada yang berhak setelah dipotong biaya administrasi. (4) Berperan serta 
secara aktif dalam kegiatan pendidikan pembinaan dan pengembangan dalam 
rangka peningkatan kreativitas, pengetahuan, dan kemampuan para pencipta lagu. 
Menengai tata cara agar seorang pencipta dapat menerima pembayaran 
royalti atas karyanya diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 
tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: 
“Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, 
pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar 
dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan 
Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat 
komersial.” 
 
Adapun tugas pemungutan royalti oleh suatu lembaga manajemen kolektif 
diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak 
Cipta yang yang berbunyi “Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang 
memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti 
kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui 
Lembaga Manajemen Kolektif.” Adanya pasal ini mengaskan bahwasannya 
                                                 
7
 Tony Pulo, Kepala YKCI Wilayah Jawa Tengah, Wawancara Pribadi, Semarang, 07 April 2016 
8
 Bernard Nainggolan, 2011, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, 
bandung : PT. Alumni hal 225 
6 
 
lembaga manajemen kolektif memiliki hak untuk menerima pembayaran dari 
pengguna hak cipta yang nantinya akan disalurkan kepada para pencipta atau 
pemegang hak cipta.  
Berdasarkan keseluruhan data wawancara, Undang-Undang tentang Hak 
Cipta dan pendapat para ahli, dapat diketahui bahwa awal mula munculnya 
kewenangan dari Karya Cipta Indonesia dalam melakukan perlindungan hak cipta 
lagu berupa collecting royalty terhadap usaha yang bersifat komersial adalah 
karena adanya surat kuasa dan perjanjian kerja antara pencipta dengan Karya 
Cipta Indonesia. Agar seseorang yang mendaftarkan lagunya dapat mendapatkan 
roylati maka orang tersebut harus mendaftar dirinya sebagai anggota serta 
mendaftarkan lagu yang dia miliki kepada pihak Karya Cipta Indonesia. Selain 
pemungutan royalti terhadap hak cipta lagu terdapat kewenangan Karya Cipta 
Indonesia dalam hal pengeluaran lisensi dalam bentuk sertifikat.  Isi dari sertifikat 
lisensi hak pengumuman karya cipta lagu diantaranya adalah nama penerima 
lisensi, tujuan penggunaan lisensi dan masa berlaku lisensi tersebut.  
Tony
9
 menjelaskan bahwasannya sertifikat lisensi juga berfungsi sebagai 
controlling  dalam perlindungan hak cipta karena dengan adanya sertifikat lisensi 
maka secara otomatis juga akan dituliskan pada data base Karya Cipta Indoensia 
mengenai siapa saja dan sampai kapan serstifikat tersebut masih berlaku. 
Sehingga, apabila sertifikat tersebut akan habis masa berlakunya, Yayasan Karya 
Cipta Indonesia akan memberikan reminder (pengingat) pada pihak pengguna 
lagu tersebut satu bulan sebelum masa berlakunnya sertigikat lisensi habis. Ia, 
juga menjelaskan kontroling Karya Cipta Indonesia selain sebagai sebagai 
reminder juga dapat berupa monitoring (pengawasan) terhadap pihak pengguna 
lagu yang tidak memperpanjang sertifikat lisensinya. Dengan tidak 
diperpanjangnya sertifikat lisensi maka Karya Cipta Indonesia dapat melakukan 
pengawasan terhadap pengguna yang namanya tercantum pada sertifikat lisensi 
dengan langsung terjun kelapangan untuk memeriksa apakah lagu yang 
dikuasakan pada Karya Cipta Indonesia diputar oleh pihak pengguna lagu yang 
masa berlaku lisensinya telah habis.  
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Kewenangan Karya Cipta Indonesia dalam melakukan penerbitan lisensi 
tercantum pada surat kuasa pencipta lagu kepada pihak Karya Cipta Indonesia 
pada nomor 1 yang pada intinya menyerahkan kuasa kepada Karya Cipta 
Indonesia untuk melakukan perundingan-perundingan, menandatangani kontrak-
kontrak dengan pihak lain yaitu pemakaian pada umumnya tentang hak 
mengumumkan karya cipta musiknya baik di Indonesia maupun di luar negeri. 
Sedangkan, Pasal 1 ayat (20) yang menjelaskan bahwasannya lisensi adalah izin 
tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait 
kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk 
Hak Terkait dengan syarat tertentu. Dengan adanya surat kuasa, yang diberikan 
oleh pencipta lagu kepada Karya Cipta Indonesia. Maka, hal tersebut menjadikan 
Karya Cipta Indonesia memiliki wewenang untuk mengeluarkan lisensi kepada 
pihak pengguna yang mengadakan penggunaan karya cipta dari pencipta lagu 
secara komersial.  
Suatu perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak yang menerima 
pengalihan hak cipta untuk dieksploitasi hak ekonominya merupakan suatu 
perjanjian keperdataan yang mengatur penglihan hak cipta dari pencipta kepada 





bahwasannya hakikat lisensi adalah tindakan pemberian kuasa pengelolaan karya 
cipta dan atau produk hak terkait oleh pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait 
kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis atau akta. Oleh karena adanya sebab-
sebab di atas maka lahirlah kewenangan dan tugas dari Karya Cipta Indonesia. 
Dengan begitu setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Karya Cipta 
Indonesia yang berkaitan dengan hak dan kewenangan pencipta dapat 
dilaksanakan. 
Berdasarkan data di atas, wawancara dan adanya penjelasan dari para ahli. 
Maka, dapat diketahui bahwa fungsi dari lisensi bukan hanya merupakan izin 
tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada 
pihak lain guna penggunaan lagu namun juga sebagai controller dan pengawas 
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terhadap penggunaan suatu karya cipta lagu yang akan digunakan baik dalam 
pengumuman, penyiaran, pemutaran atau memainkan musik dalam bentuk 
komersial di bidang usaha apapun. Dengan tercantumnya batas waktu pada suatu 
sertifikat lisensi maka pihak lembaga manajemen kolekif dapat melakukan kontrol 
terhadap user untuk memenuhi kewajiban dalam pemanfaatan lagu. Selain dari 
pada kewenangan untuk melakukan pemungutan royalti dan pemberian lisensi 
sebagai bentuk controlling dari Karya Cipta Indonesia. Karya Cipta Indonesia 
juga memliki kewenangan dalam penyelesaian perkara hak cipta. 
Tony
12
 menjelaskan bahwa langkah-langkah dalam menangani 
pelanggaran hak cipta, Karya Cipta Indonesia lebih mengutamakan langkah 
persuasif. Namun, apabila terdapat user-user yang bandel dan tidak koperatif 
maka barulah Karya Cipta Indonesia menempuh langkah hukum. Adapun 
penanganan terhadap pelanggaran pada hak cipta suatu lagu terkait hak ekonomi 
dari pencipta telah diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 
tentang Hak Cipta yang berbunyi: 
(1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif 
penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. (2) Pengadilan yang 
berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga. (3) 
Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat 
(2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. (4) 
Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk 
Pembajakan, sepanjang para pihakyang bersengketa diketahui 
keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui 




 dalam bukunya sebagaimana yang dikutip dari Eddy Damian 
membagi empat jenis instrumen hukum untuk penegakan hukum hak kekayaan 
intelektual diantaranya (1) Penegakan hukum secara administratif hak kekayaan 
intelektual (2) Penegakan hukum pidana (3) Penegakan hukum secara keperdataan 
(4) hukum melalui sarana teknologi. Selanjutnya, dengan melihat ketentuan pada 
pasal di atas, pendapat ahli dan ditambahkan dengan hasil dari wawancara maka 
dapat kita ketahui bahwa terdapat dua cara penyelesaian sengketa pada 
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permasalahan terhadap hak cipta yaitu penyelesaian dengan menggunakan 
mediasi dan penyelesaian sengketa dengan peradilan. Pada penyelesaian sengketa 
perdata terhadap hak cipta hanya dapat dilakukan oleh peradilan niaga. Peradilan 
negeri tidak mempunyai kewenangan mengadili sengketa perdata terkait hak 
cipta. 
Langkah Karya Cipta Indonesia dalam menangani pelanggaran dengan 
mengutamakan langkah persuasif akan lebih efisien dan mengurangi lebih 
besarnya kerugian dari para pihak. Karena, apabila suatu langkah hukum telah 
diambil terdapat dua kemungkinan yang mana dalam putusan perkara tersebut 
dapat dimenangkan oleh pihak Karya Cipta Indonesia atau dimenangkan oleh 
pengguna seperti pada kasus tuntutan Karya Cipta Indonesia terhadap Inul Vizta 
pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta tahun 2013 lalu.  Terlebih lagi saat ini 
LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) juga memiliki kewenangan 
untuk melakukan mediasi apabila terdapat sengketa sebagaimana di tulis dalam 
pasal 6 huruf g Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 29 tahun 2014 tentang 
tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional serta evaluasi lembaga 
manajemen kolektif yang berbunyi bahwa tugas LMK Nasional pencipta dan 
LMK Nasional Hak Terkait memiliki tugas melakukan mediasi atas sengketa Hak 
Cipta dan Hak Terkait.  
 
b. Pelanggaran Hak Cipta Lagu dan Sebab Terjadinya Pelanggaran 
Terhadap Hak Cipta Lagu 
 
Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang tentang Hak Cipta yang berbunyi “Setiap 
Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan 
Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”  Pasal tersebut 
menjelaskan mengenai larangan akan suatu pemanfaatan karya cipta tanpa adanya 
izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang digunakan secara komersial. 
Sertifikat lisensi yang dikeluarkan oleh Karya Cipta Indonesia adalah 
merupakan suatu izin pemanfaatan lagu yang digunakan secara komersial. Sejak 
di terbitkannya sertifikat lisensi tersebut maka pihak user yang melakukan 
pemanfaatan lagu dalam bidang usaha nya dapat dikatakan telah mendapatkan izin 
10 
 
dari pencipta lagu atau pemegang hak cipta yang memberikan kuasa nya kepada 
Karya Cipta Indonesia selama belum habisnya masa berlaku lisensi tersebut. 
Merujuk pada pasal di atas yang menyatakan pabila sebuah kegiatan komersial 
melakukan pemanfaatan lagu tanpa adanya sertifikat lisensi atau telah habis masa 
berlakunya sertifikat lisensi. Maka, user tersebut telah dianggap melakukan 
pemanfaatan suatu karya cipta secara komersial tanpa adanya izin dari pencipta 
lagu dan pemegang hak cipta yang merupakan suatu tindakan pelanggaran 
terhadap hak cipta lagu. Hak kekayaan intelektual merupakan suatu sistem hukum 
yang baru muncul di Indonesia. Dengan masih barunya sistem hukum ini maka 
tidak menutup kemungkinan akan adanya benturan-benturan baru dari berbagai 
aspek seperti ekonomi, budaya, politik dalam penerapannya. 
Tony
14
 menjelaskan bahwa perlindungan hukum dan kesadaran 
masyarakat terhadap hak cipta memang terus menerus meningkat. Ia juga 
menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat Karya 
Cipta Indonesia di lapangan di antaranya adalah kesadaran dari masyarakat, 
penegakan hukum yang kurang serius, banyaknya intervensi dari organisasinya, 
adanya beking-beking di aparat yang memihak, keterbatasan anggaran dan adanya 
keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia).  
Syarif
15
 yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses 
dilakukannya upaya tegakanya atau berfungsinya norma-norma hukum secara 
nyata. Jika dikaitkan dengan penegakan hukum, memang penegakan hukum 
ataupun instrumen lain dari penegakan hukum itu sendiri harus melakukan 
tindakan secara tegas terhadap pelanggaran hak cipta yang sedang terjadi. 
Sehingga aturan yang telah dibuat oleh negara dalam melindungi hak cipta dapat 
dilaksanakan dan hak dari pencipta pun dapat rasakan oleh si pencipta. Selain itu 
regulasi yang mengatur juga memberikan dampak bagi perlindungan hak cipta. 
Pada aturan lama, pelanggaran terhadap hak cipta merupakan suatu delik biasa 
yang mana dalam melakukan laporan akan adanya pelanggaran terhadapa hak 
cipta dapat dilakukan oleh siapapun. Namun, pada aturan yang baru saat ini 
                                                 
14
 Tony Pulo, Kepala YKCI Wilayah Jawa Tengah, Wawancara Pribadi, Semarang, 07 April 2016 
15
 Syarifudin, Op.Cit., hal 183 
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menyebutkan dalam Pasal 120 UUHC menerangkan bahwasanya pelanggaran 
terhadap hak cipta merupakan delik aduan. Hal ini mungkin menjadikan 
peningkatan pada pelanggaran hak cipta lagu dan memberikan kelonggaran bagi 




Pertama, peran Karya Cipta Indonesia telah sesuai sebagimana yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peratuan Menteri Hukum dan 
HAM Nomor 29 Tahun 2014 baik berupa kedudukannya, tugas dan 
kewenangannya. Hal ini di dasarkan pada adanya wawancara dan data-data berupa 
dokumen-dokumen yang menyatakan bahwasannya Karya Cipta Indonesia telah 
menjalankan tugasnya sebagaimana mana diatur dalam peraturan perundang-
undangan. 
Kedua, mengenai bentuk pelanggaran, KCI lebih menekankan pada 
performing right (pengumuman lagu) dengan melihat pada Pasal 93 ayat (3) 
UUHC maka dapat diketahui bahwasannya setiap kegiatan yang bersifat 
komersial yang di dalamnya tedapat pemanfaatan lagu tanpa adanya izin dari 
pencipta ataupun lisensi maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan lagu 
tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Pelanggaran terhadap 
hak cipta lagu ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah karena 
keterbatasan dana KCI untuk melakukan sosialisasi, ketidaktahuan orang awam 
mengenai hak cipta ini, disebabkan hak cipta termasuk hukum yang baru dan 
kurang tegasnya aparat dalam menangani pelanggaran yang terjadi. 
 
Saran 
Pertama, bagi pemerintah, perlunya keikutsertaan pemerintah dalam 
menyatukan keseluruhan lembaga manajemen kolektif untuk lebih mudahnya 
dalam melaksanakan koordinasi baik dalam pengumpulan royalti maupun tugas-
tugas yang lainnya. Terdapat lebih dari satu lembaga manajemen kolektif, hal ini 
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menyebabkan sulitnya bagi pencipta ataupun pengguna lagu dalam menentukan 
lembaga mana yang akan digunakan. 
Kedua, bagi lembaga pembuat undang-undang, perlu adanya revisi 
Undang-Undang tentang Hak Cipta yang masih menimbulkan persalahan 
diantaranya mengenai perubahan delik biasa menjadi delik aduan terhadap 
pelanggaran hak cipta dan adanya keterbatasan penggunaan dana operasional 
melihat perkembangan hak cipta saat ini masih dirasa kurang. 
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